
BUPATILUMAJANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LUMAJANG 
NOMOR 1 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI LUMAJANG, 

a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) 
Pera turan Kepala Lem baga Ke bij akan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, 
yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati. 

b bahwa berdasarkan 
dimaksud pada huruf 
Tata Cara Pengadaan 
Peraturan Bupati. 

pertim bangan se bagaimana 
a, perlu menetapkan Pedoman 
Barang/Jasa di Desa, dengan 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730) ; 

2. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495);] 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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5 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 717); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5694); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
ten tang Pengelolaan Keuangan Desa; 

8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kepala Desa. 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Pemerintah Desa. 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal U suI dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 
Musyawarah Desa; 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Pendampingan Desa; 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 jPMKj2015 
tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; 

18. Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Pengadaan Barangj Jasa di Desa sebagaimana telah 
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Menetapkan 

diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA 
PENGADAAN BARANG I JASA DI DESA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3 . Bupati adalah Bupati Lumajang. 
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

6. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih 
langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala 
Desa. 

7. Anggaran Pendapatan dan Be1anja Desa yang selanjutnya 
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

8 . Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang selanjutnya 
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk 
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik 
dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui 
penyedia barang/jasa. 

9 . Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau 
perorangan yang menyediakan barang/jasa. 

10. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/ J asa 
dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, 
danl atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan. 

11. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK 
adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan 
Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan 
unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk 
melaksanakan Pengadaan Barangl J asa. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang 
selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana 
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 
(enam) tahun. 
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13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya 
disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

14. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai 
wilayah kerja di tingkat Kecamatan. 

15. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS 
adalah harga perkiraan perolehan barang/jasa yang 
ditetapkan oleh pelaksana kegiatan, yang digunakan 
sebagai alat untuk menilai kewajaran termasuk 
nnclannya. 

16. Pelaksana Kegiatan adalah seorang kepala seksi yang 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan bertugas 
melaksanakan kegiatan dalam APBDesa dan menetapkan 
HPS. 

17. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang 
dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat 
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 
Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat 
desa. 

18. Tim Asistensi Desa adalah tim yang dibentuk oleh Bupati 
dengan Surat Keputusan. 

BAB II 
PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 2 

(1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip 
se bagai beriku t : 
a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus 

diusahakan dengan menggunakan dana dan daya 
yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran 
dalam waktu yang ditetapkan at au menggunakan 
dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan 
sasaran dengan kualitas yang maksimum; 

b. efektif, berarti pengadaan barang/ jasa harus sesuai 
dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan 
serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; 

c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi 
mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan 
dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan 
penyedia barang/jasa yang berminat; 

d. pemberdayaan masyarakat, berarti pengadaan 
barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana 
pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola 
pembangunan desanya; 

e. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara 
cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan 
kegiatan pembangunan di desa; dan 

f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan 
ketentuan yang terkait dengan Pengadaan 
Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

(2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung 
jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan 
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desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

(1) Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi : 
a. pengadaan barang/jasa melalui Swakelola; 
b. pengadaan barang/jasa melalui Penyedia 

Barang/ J asa; dan 
c. pengawasan, pembayaran, pelaporan, dan serah 

terima. 

(2) Pengadaan barang/ jasa yang pembiayaannya bersumber 
dari APB Desa, tidak termasuk dalam ruang lingkup 
Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 2015. 

BABIV 
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal4 

(1) Pengelola Pengadaan Barang/ J asa dilaksanakan oleh 
sekurang - kurangnya 2 (dua) TPK. 

(2) TPK dibentuk setiap tahun anggaran. 

(3) TPK tidak boleh merangkap sebagai Pelaksana Kegiatan 
dalam satu bidang yang sarna. 

(4) Keanggotaan TPK berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) 
orang dengan susunan : 
a . Ketua; 
b. Sekretaris; dan 
c. Anggota. 

Pasal5 

Secara umum, pelaksanaan pengadaan barang/ jasa oleh TPK 
meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, 
penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil 
pekerjaan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi: 

1) jadwal pelaksanaan pekerjaan; 
2) rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, 

dan peralatan; 
3) rencana anggaran biaya (RAB) pekerjaan; 
4) spesifikasi teknis barang/jasa; 
5) gambar perencanaan teknis; 
6) rencana pengadaan tetap merujuk pada RKP desa . 
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BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal26 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. 

Diundangkan di Lumajang 
pacta tanggal/2 Januari 2017 

M.Si 
- tama Madya 

n~~~N615 198503 1 021 

i Lumajang 
~~~~~ LJanuari2017 

BERlTA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR \ 
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